
  

 
 
 
 

 

 
 

BUPATI BIREUEN 
PROVINSI ACEH 

 

PERATURAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR  20   TAHUN 2022 

 

TENTANG 
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021-2022 

 

 DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 
 

BUPATI BIREUEN, 
 

Menimbang :    a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) 
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum 
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan 
Instansi Pemerintah menyatakan bahwa Bupati wajib 
menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Daerah 
dan Perangkat Daerah Serta Unit Kerja Mandiri di 
bawahnya;  

 

  b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
akuntabilitas kinerja Perangkat Kabupaten di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen, perlu 
menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah 
Kabupaten sebagai unsur pengukuran keberhasilan 
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang 
telah ditetapkan; 

 

c. bahwa dengan diundangkannya Qanun Kabupaten 

Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bireuen 
Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Bireuen 

Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Bireuen Nomor 114) sebagaimana telah 
diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun 
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten 
Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten 
Bireuen Tahun 2021 Nomor 94); 

 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Indikator Kinerja 
Utama Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2021-
2022; 

 
 



  

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang 
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten 
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 48 
Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen 
dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3963); 

 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 
 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang 
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); 

 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

 
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

 
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 80); 

 



  

9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 
Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang 
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama 
di Lingkungan Instansi Pemerintah; 

 
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revieu Atas Laporan 
Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 
2014 Nomor 1842); 

 
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 

2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312); 

 
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Kabupaten Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen 
Tahun 2016 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Kabupaten Bireuen Nomor 107) sebagaimana telah 
diubah dengan Qanun    Kabupaten Bireuen  Nomor 
3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun 
Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang 
Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten 
Bireuen (Lembaran Kabupaten Bireuen  Tahun  2019   
Nomor 84, Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen 
Nomor 117); 

 
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran 
Kabupaten Bireuen Tahun 2018 Nomor 78, 

Tambahan Lembaran Kabupaten Bireuen Nomor 114) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten 
Bireuen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan 
Atas Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Kabupaten Bireuen Tahun 2017-2022 (Lembaran 
Kabupaten Bireuen Tahun 2021 Nomor 94); 

 
 

MEMUTUSKAN:  
 
Menetapkan  :   PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2021 – 2022. 
 

 
 



  

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
 

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen. 
 

2. Pemerintah Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-
masing. 

 

3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah 
Kabupaten adalah Unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten 
yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten. 

 

4. Bupati adalah Bupati Bireuen. 
 

5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK 
adalah Unsur Perangkat Kabupaten Bireuen yang melaksanakan Urusan 
Pemerintahan Kabupaten Bireuen. 

 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bireuen yang berkedudukan 
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah. 

 

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi 
bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja 
yang bekerja pada instansi pemerintah. 

 
8. Kinerja adalah capaian keluaran/ hasil/ dampak dari kegiatan/ program/ 

sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.  
 

9. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur 
pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan 
dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).  

 
10. Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari 

serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (outcome) 
dapat terwujud. 

 
11. Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan 

pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang 
mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu 
program.  

 
12. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil 

pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) 
beberapa program. 

 
13. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten yang selanjutnya 

disingkat dengan IKU Pemerintah Kabupaten adalah ukuran 
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah 
Kabupaten. 

 
 



  

14. IKU Perangkat Kabupaten adalah  ukuran keberhasilan dari suatu tujuan 
dan sasaran strategis Perangkat Kabupaten. 

 
15. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan 

dari indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks pengeluaran. 
 

16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah perbandingan antara angkatan 
kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. 

 
17. Indeks Reformasi Birokrasi adalah formulasi yang digunakan untuk 

mengukur upaya dalam melakukan pembaharuan dan perubahan 
mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama 
menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan 
(proses bisnis) dan sumber daya manusia aparatur. 

 
18. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah data dan informasi tentang tingkat 

kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 
kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 
membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

 

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya 
disebut RPJMK adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Kabupaten Bireuen.  
 

20. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat 
BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten 
Bireuen. 

 
Pasal 2 

 
Tujuan penetapan IKU adalah: 
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam  

menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan 
b.   untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 

dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja 
dan peningkatan akuntabilitas kinerja. 

 
 

BAB II 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 3 

 
 (1) IKU di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri dari: 

a. IKU Pemerintah Kabupaten; dan 
b. IKU Perangkat Kabupaten. 
 

(2)  IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, 
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
 
 



  

(3)  IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu 
pada Perubahan RPJMK Tahun 2017 – 2022. 

 
(4) IKU Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

DASAR KEGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasal 4 

 
IKU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib digunakan sebagai dasar 
untuk:  
a.  perencanaan jangka menegah; 
b.  perencanaan tahunan; 
c.  penyusunan dokumen penetapan kinerja; 
d.   pelaporan akuntabilitas kinerja; 
e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan 
f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan 

kegiatan. 
 

Pasal 5 
 

(1) SKPK melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan 
capaian Indikator Kinerja Utama untuk melengkapi informasi yang 
dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan 
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.  

 
(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara berkala dan sederhana dengan meneliti fakta-fakta yang 
ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya. 

 
(3) Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap 

pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat 
Kabupaten dan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 
BAB IV 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 6 

 
(1) Pembinaan atas pelaksanaan IKU ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah 

melalui unit kerja yang membidangi. 
 
(2)  Pengawasan atas pelaksanaan IKU ini dilakukan oleh Inspektorat 

Kabupaten. 

 

 

 

 



  

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen. 

 
 
 

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal   4 April 2022              

  

BUPATI BIREUEN,  
 

ttd 
 

MUZAKKAR A. GANI 
 

 
 

Diundangkan di Bireuen  
pada tanggal 4 April 2022 
 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BIREUEN, 
 
     ttd 
 
IBRAHIM  
 
BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2022 NOMOR 665 


